
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-115.01-0/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

DS:0300-1822-7749-4071

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20263.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 1151. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

115.01:2. UNIT ORGANISASI Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

:3. PAGU Rp.2.472.934.469.000

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.6.

A.N. MENTERI KEUANGAN

NIP.197003271995031002

Jakarta,  01 Desember 2025

LUKY ALFIRMAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
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A. IDENTITAS UNIT :

: 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum:2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.2.472.934.469.000

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum 42.657.837115.01.CQ

Program Dukungan Manajemen 2.430.276.632115.01.WA
:1. PROGRAM

Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu
partisipatif

: SASARAN STRATEGIS K/L 01

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu: 02

Terwujudnya  kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas: 03

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel: 04

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan
modern

: 05

2.

01 PELAYANAN UMUM 2.472.934.469FUNGSI :
0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 2.472.934.469SUB FUNGSI :

3.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi ManusiaPRIORITAS NASIONAL : 01 3.500.000

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan PenyelundupanPRIORITAS NASIONAL : 07 3.540.000

NON PRIORITAS NASIONAL : 2.465.894.469

4.



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-115.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari2Halaman : 10

DS:0300-1822-7749-4071

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
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115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum 42.657.837

Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas

IKP01 Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif. Persen75

SP01

Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih

IKP01 Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan Persen75

SP02

Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel

IKP01 Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel Persen75

SP03

Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel

IKP01 Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel Persen75

SP04

Terbangunnya sistem teknologi informasi kepemiluan Bawaslu

IKP01 Persentase sistem teknologi informasi kepemiluan Bawaslu yang terintegrasi Persen80

SP05

Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif

IKP01 Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif Persen80

SP06

Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif

IKP01 Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipatif Persen80

SP07

Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat
desa

IKP01 Persentase tindak lanjut Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala
desa/perangkat desa

Persen80

SP08

4358 Fasilitasi Pengawasan Pemilu

01.01 Persentase penyusunan alat kerja Pengawasan dan instrumen pencegahan yang relevan Persen80

01.02 Persentase kegiatan pencegahan yang relevan Persen80

3.653.837
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02.01 Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur Persen0

02.02 Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur Persen0

03.01 Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu Persen80

04.01 Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar
operasional prosedur

Persen0

05.01 Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu Persen80

06.01 Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu Persen80

5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

01.01 Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan Persen80

01.02 Persentase kegiatan pencegahan yang relevan Persen80

02.01 Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur Persen0

02.02 Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur Persen0

03.01 Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu Persen80

04.01 Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar
operasional prosedur

Persen0

05.01 Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu Persen80

06.01 Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu Persen80

31.964.000

7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif

01.01 Persentase pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif Persen80

02.01 Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif Orang19355

03.01 Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi Persen80

04.01 Persentase implementasi instrumen/kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu Persen80

3.500.000
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05.01 Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. Orang35

06.01 Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi Persen80

7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan

01.01 Persentase kesesuaian data pemilih yang terdaftar dalam DPT berkelanjutan Persen80

02.01 Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan Persen75

2.440.000

7015 Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu

01.01 Persentase penguatan dan integrasi sistem informasi pengawasan pemilu Persen80

1.100.000

115.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.430.276.632

Terwujudnya peningkatan profesionalitas pegawai

IKP01 Persentase penyediaan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Persen80

SP01

Terwujudnya kajian ilmiah dalam mendukung Pengawasan Pemilu inovatif dan akuntabel

IKP01 Persentase pemanfaatan kajian ilmiah Pengawasan Pemilu Persen80

SP02

Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan

IKP01  Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai yang akuntabel Persen80

SP03

Terwujudnya ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif

IKP01 Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai Persen80

IKP02 Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu Persen80

SP04
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Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan

IKP01 Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu Indeks82

IKP02 Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Indeks82

SP05

Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan yang akuntabel

IKP01 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai94

SP06

Terwujudnya layanan BMN yang akuntabel

IKP01 Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Persen80

SP07

Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu

IKP01 Persentase pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persen80

SP08

Terwujudnya keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran Kegiatan

IKP01 Persentase keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran
Kegiatan

Persen100

SP09

Terwujudnya perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja internal yang tepat sasaran dan berorientasi hasil

IKP01 Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan Persen100

SP10

Terwujudnya pencapaian kinerja pada unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

IKP01 Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target pada level kegiatan Persen85

SP11

Terwujudnya pencapaian kinerja proyek prioritas sesuai dengan RPJMN/RKP

IKP01 Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target proyek prioritas RPJMN/RKP pada level kegiatan Persen100

SP12

Terwujudnya pengawasan arsip statis dan dinamis di Bawaslu

IKP01 Hasil Pengawasan Kearsipan NilaiA

SP13



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-115.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari6Halaman : 10

DS:0300-1822-7749-4071

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

IKP01 Persentase rencana aksi dilaksanakan dengan berfokus pada hasil Persen80

SP14

Meningkatnya tindak lanjut Areas of Improvement dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP

IKP01 Persentase tindak lanjut Areas of Improvement dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Persen80

SP15

Terwujudnya penjaminan tindak lanjut pengaduan masyarakat

IKP01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persen80

SP16

Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja

IKP01 Persentase respon rate seluruh target responden atas Survey Penilaian Integritas Persen80

SP17

Tewujudnya hasil pemeriksaan Pengawasan yang bernilai tambah

IKP01 Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK, BPKP dan APIP Persen82

SP18

Tewujudnya peran APIP yang efektif

IKP01 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal Indeks78

IKP02 Kapabilitas APIP Nilai3,5

SP19

Terwujudnya pengelolaan keamanan siber yang optimal dan berfungsi secara menyeluruh

IKP01 Persentase dokumen kerahasiaan data dan informasi Persen80

SP20

Terwujudnya tata kelola data dan informasi Kepemiluan Bawaslu

IKP05 Persentase data dan informasi Kepemiluan Bawaslu yang transparan dan aksesibel Persen80

SP21

Terwujudnya pengelolaan data Pengawasan Kepemiluan yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pengguna

IKP01 Indeks pembangunan statistik Indeks78

SP22

Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

IKP01 Persentase pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi Bawaslu yang berkualitas Persen80

SP23



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-115.01-0/2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari7Halaman : 10

DS:0300-1822-7749-4071

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

Terwujudnya layanan kehumasan, website, dan media massa

IKP01 Persentase layanan kehumasan dan media massa yang progresif Persen80

SP24

4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal

01.01 Persentase pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II Persen80

02.01 Persentase unit kerja yang diusulkan dan memenuhi kriteria penilaian WBK Persen80

03.01 Persentase penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP Persen80

04.01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persen80

05.01 Persentase respon rate seluruh target responden atas Survey Penilaian Integritas Persen80

06.01 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP Persen80

07.01 Indeks kepuasan Layanan Pengawasan Internal Indeks78

08.01 Nilai Telaah Sejawat Nilai85

09.01 Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB Persen80

10.01 Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan Persen100

170.000

4356 Pengelolaan Data dan Informasi

01.01 Persentase level kematangan keamanan siber Persen80

02.01 Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pusat Data dan Informasi Indeks78

03.01 Persentase pemenuhan instrumen evaluasi kinerja pemerintah digital Persen80

04.01 Persentase layanan data dan informasi yang diberikan Persen80

05.01 Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel Persen80

06.01 Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa Persen80

08.01 Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel Persen80

09.01 Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa Persen80

120.000
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6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum

01.01 Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
Pengelolaan Keuangan dan BMN

Persen80

02.01 Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu Persen100

03.01 Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN Persen100

04.01 Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog Persen80

05.01 Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa Persen80

06.01 Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi Persen100

07.07 Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP Persen65

08.01 Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan Persen100

09.01 Persentase pencapaian output pada level RO Persen80

10.01 Persentase pencapaian output proyek prioritas RPJMN/RKP pada level RO Persen85

11.01 Tingkat digitalisasi arsip Nilai90

12.01 Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
Pengelolaan Keuangan dan BMN

Persen80

13.01 Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu Persen100

14.01 Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN Persen100

15.01 Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog Persen80

16.01 Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa Persen80

17.01 Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan Persen100

18.01 Persentase pencapaian output pada level RO Persen85

2.318.699.409

6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM

01.01 Persentase pengawas Pemilu yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal ”baik” Persen80

01.02 Persentase SDM Kesekretariatan yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal ”baik” Persen80

111.287.223
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ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

01.03 Persentase ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Persen40

02.01 Akreditasi Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) yang terakreditasi Science and Technology Index (SINTA 3) Persen85

02.02 Jumlah kajian ilmiah terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang digunakan sebagai rujukan/sitasi akademik atau bahan
pembelajaran institusi pendidikan tinggi dan/atau lembaga penelitian

Sitasi110

02.03 Presentase buku terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai ISBN Persen80

02.04 Persentase pemenuhan Akreditasi Perpustakaan Bawaslu Persen80

02.05 Indeks Kerawanan Pemilu Dokumen1

02.06 Persentase kajian Pengawasan Pemilu yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan Persen80

03.01 Persentase ASN menduduki jabatan sesuai kompetensi Persen80

04.01 Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur Persen80

05.01 Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta
administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu

Persen80

06.01 Persentase regulasi berkualitas yang disusun secara partisipatif Persen80

07.01 Persentase reregulasi dan deregulasi Produk Hukum dan Non-produk Hukum Bawaslu Persen80

08.01 Persentase hasil pengelolaan JDIH yang sistematis Persen80

09.01 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan Persen80

10.01 Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur Persen80

11.01 Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta
administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu

Persen80

12.01 Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu Persen80

NIP. 197412011993031001

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jakarta,  01 Desember 2025

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

Sekretaris Jenderal
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TAHUN ANGGARAN 2026

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari10Halaman : 10

DS:0300-1822-7749-4071

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Badan Pengawas Pemilihan Umum

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

Jakarta,  01 Desember 2025

Sekretaris Jenderal

NIP. 197412011993031001



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Rp.2.472.934.469.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari1

115.01.CQ 42.157.837 00 0500.000 42.657.837Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

01 DKI JAKARTA 0 42.157.837 500.000 0 042.657.837

500100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 0 42.157.837 500.000 0 042.657.837KP

A00 RM 0 42.157.837 500.000 0 42.657.837 0

115.01.WA 1.121.472.928 01.308.803.704 00 2.430.276.632Program Dukungan Manajemen

01 DKI JAKARTA 101.797.935 700.579.114 0 0 0802.377.049

500100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 82.274.260 693.721.019 0 0 0775.995.279KP

A00 RM 82.274.260 693.721.019 0 0 775.995.279 0

502.829Target Pendapatan

686311 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA 19.523.675 6.858.095 0 0 026.381.770KD

A00 RM 19.523.675 6.858.095 0 0 26.381.770 0

02 JAWA BARAT 68.140.977 20.813.622 0 0 088.954.599

419576 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung 2.979.298 680.461 0 0 03.659.759KD

A00 RM 2.979.298 680.461 0 0 3.659.759 0

419651 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 2.769.267 681.545 0 0 03.450.812KD

A00 RM 2.769.267 681.545 0 0 3.450.812 0

419654 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang 2.302.985 638.404 0 0 02.941.389KD

A00 RM 2.302.985 638.404 0 0 2.941.389 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)
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TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari2

419655 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur 3.408.671 692.895 0 0 04.101.566KD

A00 RM 3.408.671 692.895 0 0 4.101.566 0

419779 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor 2.777.687 882.802 0 0 03.660.489KD

A00 RM 2.777.687 882.802 0 0 3.660.489 0

686135 Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi 2.691.271 788.560 0 0 03.479.831KD

A00 RM 2.691.271 788.560 0 0 3.479.831 0

686136 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut 2.623.162 682.540 0 0 03.305.702KD

A00 RM 2.623.162 682.540 0 0 3.305.702 0

686137 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi 3.056.977 704.464 0 0 03.761.441KD

A00 RM 3.056.977 704.464 0 0 3.761.441 0

686139 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka 2.873.710 753.818 0 0 03.627.528KD

A00 RM 2.873.710 753.818 0 0 3.627.528 0

686307 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT 42.657.949 14.308.133 0 0 056.966.082KD

A00 RM 42.657.949 14.308.133 0 0 56.966.082 0

03 JAWA TENGAH 86.710.680 23.845.622 0 0 0110.556.302

686141 Sekretariat Bawaslu Kota Semarang 3.039.057 675.871 0 0 03.714.928KD

A00 RM 3.039.057 675.871 0 0 3.714.928 0

686142 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak 2.844.355 794.285 0 0 03.638.640KD

A00 RM 2.844.355 794.285 0 0 3.638.640 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari3

686143 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo 2.667.641 618.627 0 0 03.286.268KD

A00 RM 2.667.641 618.627 0 0 3.286.268 0

686145 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang 2.589.732 574.185 0 0 03.163.917KD

A00 RM 2.589.732 574.185 0 0 3.163.917 0

686146 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen 2.627.704 591.687 0 0 03.219.391KD

A00 RM 2.627.704 591.687 0 0 3.219.391 0

686328 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH 72.942.191 20.590.967 0 0 093.533.158KD

A00 RM 72.942.191 20.590.967 0 0 93.533.158 0

04 DI YOGYAKARTA 16.885.892 5.127.045 0 0 022.012.937

419656 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman 2.250.135 644.188 0 0 02.894.323KD

A00 RM 2.250.135 644.188 0 0 2.894.323 0

419780 Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta 2.107.528 650.400 0 0 02.757.928KD

A00 RM 2.107.528 650.400 0 0 2.757.928 0

686147 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul 2.357.244 660.564 0 0 03.017.808KD

A00 RM 2.357.244 660.564 0 0 3.017.808 0

686148 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo 1.986.477 634.984 0 0 02.621.461KD

A00 RM 1.986.477 634.984 0 0 2.621.461 0

686332 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 5.561.600 1.866.421 0 0 07.428.021KD

A00 RM 5.561.600 1.866.421 0 0 7.428.021 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)
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TAHUN ANGGARAN 2026
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(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari4

686507 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTUL 2.622.908 670.488 0 0 03.293.396KD

A00 RM 2.622.908 670.488 0 0 3.293.396 0

05 JAWA TIMUR 84.528.096 27.516.352 0 0 0112.044.448

419657 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri 2.705.651 767.892 0 0 03.473.543KD

A00 RM 2.705.651 767.892 0 0 3.473.543 0

419658 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 3.093.193 638.278 0 0 03.731.471KD

A00 RM 3.093.193 638.278 0 0 3.731.471 0

419659 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik 2.604.587 736.734 0 0 03.341.321KD

A00 RM 2.604.587 736.734 0 0 3.341.321 0

419781 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan 2.578.527 836.885 0 0 03.415.412KD

A00 RM 2.578.527 836.885 0 0 3.415.412 0

686149 Sekretariat Bawaslu Kota Batu 1.840.255 699.448 0 0 02.539.703KD

A00 RM 1.840.255 699.448 0 0 2.539.703 0

686150 Sekretariat Bawaslu Kota Kediri 1.458.083 630.781 0 0 02.088.864KD

A00 RM 1.458.083 630.781 0 0 2.088.864 0

686151 Sekretariat Bawaslu Kota Malang 2.536.863 683.395 0 0 03.220.258KD

A00 RM 2.536.863 683.395 0 0 3.220.258 0

686152 Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto 1.485.523 628.194 0 0 02.113.717KD

A00 RM 1.485.523 628.194 0 0 2.113.717 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari5

686153 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan 2.117.265 723.348 0 0 02.840.613KD

A00 RM 2.117.265 723.348 0 0 2.840.613 0

686155 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar 2.062.620 661.930 0 0 02.724.550KD

A00 RM 2.062.620 661.930 0 0 2.724.550 0

686156 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro 2.104.580 636.780 0 0 02.741.360KD

A00 RM 2.104.580 636.780 0 0 2.741.360 0

686157 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso 2.093.245 597.096 0 0 02.690.341KD

A00 RM 2.093.245 597.096 0 0 2.690.341 0

686158 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang 2.227.355 703.600 0 0 02.930.955KD

A00 RM 2.227.355 703.600 0 0 2.930.955 0

686159 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun 1.858.833 659.726 0 0 02.518.559KD

A00 RM 1.858.833 659.726 0 0 2.518.559 0

686160 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan 1.575.296 741.110 0 0 02.316.406KD

A00 RM 1.575.296 741.110 0 0 2.316.406 0

686162 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk 2.106.729 638.214 0 0 02.744.943KD

A00 RM 2.106.729 638.214 0 0 2.744.943 0

686163 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan 1.924.777 659.500 0 0 02.584.277KD

A00 RM 1.924.777 659.500 0 0 2.584.277 0

686164 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang 2.088.363 576.964 0 0 02.665.327KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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 dari6

A00 RM 2.088.363 576.964 0 0 2.665.327 0

686165 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban 2.035.200 699.916 0 0 02.735.116KD

A00 RM 2.035.200 699.916 0 0 2.735.116 0

686349 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR 41.247.557 13.795.403 0 0 055.042.960KD

A00 RM 41.247.557 13.795.403 0 0 55.042.960 0

686508 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA 2.783.594 801.158 0 0 03.584.752KD

A00 RM 2.783.594 801.158 0 0 3.584.752 0

06 ACEH 41.240.696 12.774.651 0 0 054.015.347

686100 Sekretariat Bawaslu Kota Langsa 1.577.605 449.040 0 0 02.026.645KD

A00 RM 1.577.605 449.040 0 0 2.026.645 0

686101 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Besar 1.824.717 530.983 0 0 02.355.700KD

A00 RM 1.824.717 530.983 0 0 2.355.700 0

686102 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah 1.906.409 506.733 0 0 02.413.142KD

A00 RM 1.906.409 506.733 0 0 2.413.142 0

686103 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Timur 2.064.136 574.296 0 0 02.638.432KD

A00 RM 2.064.136 574.296 0 0 2.638.432 0

686104 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Utara 2.145.846 547.652 0 0 02.693.498KD

A00 RM 2.145.846 547.652 0 0 2.693.498 0

686105 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagan Raya 1.595.177 410.254 0 0 02.005.431KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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 dari7

A00 RM 1.595.177 410.254 0 0 2.005.431 0

686106 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pidie 2.176.597 563.456 0 0 02.740.053KD

A00 RM 2.176.597 563.456 0 0 2.740.053 0

686196 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI ACEH 27.950.209 9.192.237 0 0 037.142.446KD

A00 RM 27.950.209 9.192.237 0 0 37.142.446 0

07 SUMATERA UTARA 67.981.710 25.188.666 0 0 093.170.376

419766 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun 2.819.619 647.423 0 0 03.467.042KD

A00 RM 2.819.619 647.423 0 0 3.467.042 0

419767 Sekretariat Bawaslu Kota Medan 2.455.619 1.053.992 0 0 03.509.611KD

A00 RM 2.455.619 1.053.992 0 0 3.509.611 0

686107 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asahan 2.535.794 756.516 0 0 03.292.310KD

A00 RM 2.535.794 756.516 0 0 3.292.310 0

686110 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan 1.864.449 740.512 0 0 02.604.961KD

A00 RM 1.864.449 740.512 0 0 2.604.961 0

686111 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara 1.639.983 678.340 0 0 02.318.323KD

A00 RM 1.639.983 678.340 0 0 2.318.323 0

686113 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat 1.558.772 642.828 0 0 02.201.600KD

A00 RM 1.558.772 642.828 0 0 2.201.600 0

686114 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba 1.650.547 640.877 0 0 02.291.424KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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A00 RM 1.650.547 640.877 0 0 2.291.424 0

686201 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA 53.456.927 20.028.178 0 0 073.485.105KD

A00 RM 53.456.927 20.028.178 0 0 73.485.105 0

08 SUMATERA BARAT 44.823.436 15.428.084 0 0 060.251.520

686119 Sekretariat Bawaslu Kota Padang 2.400.761 793.973 0 0 03.194.734KD

A00 RM 2.400.761 793.973 0 0 3.194.734 0

686120 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam 2.403.940 829.321 0 0 03.233.261KD

A00 RM 2.403.940 829.321 0 0 3.233.261 0

686121 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota 2.346.871 809.531 0 0 03.156.402KD

A00 RM 2.346.871 809.531 0 0 3.156.402 0

686122 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman 2.259.710 760.493 0 0 03.020.203KD

A00 RM 2.259.710 760.493 0 0 3.020.203 0

686123 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat 2.098.020 772.325 0 0 02.870.345KD

A00 RM 2.098.020 772.325 0 0 2.870.345 0

686124 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan 2.692.932 789.081 0 0 03.482.013KD

A00 RM 2.692.932 789.081 0 0 3.482.013 0

686125 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok 1.989.581 758.539 0 0 02.748.120KD

A00 RM 1.989.581 758.539 0 0 2.748.120 0

686126 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar 1.848.279 612.849 0 0 02.461.128KD
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A00 RM 1.848.279 612.849 0 0 2.461.128 0

686218 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT 26.783.342 9.301.972 0 0 036.085.314KD

A00 RM 26.783.342 9.301.972 0 0 36.085.314 0

09 RIAU 34.184.251 10.451.913 0 0 044.636.164

418149 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak 2.524.660 630.414 0 0 03.155.074KD

A00 RM 2.524.660 630.414 0 0 3.155.074 0

419768 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir 2.049.930 655.311 0 0 02.705.241KD

A00 RM 2.049.930 655.311 0 0 2.705.241 0

419769 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan 2.169.518 746.902 0 0 02.916.420KD

A00 RM 2.169.518 746.902 0 0 2.916.420 0

419770 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 2.274.515 676.789 0 0 02.951.304KD

A00 RM 2.274.515 676.789 0 0 2.951.304 0

686222 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU 22.439.440 7.090.468 0 0 029.529.908KD

A00 RM 22.439.440 7.090.468 0 0 29.529.908 0

686501 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DUMAI 2.726.188 652.029 0 0 03.378.217KD

A00 RM 2.726.188 652.029 0 0 3.378.217 0

10 JAMBI 27.181.176 8.043.199 0 0 035.224.375

418302 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batanghari 2.269.687 730.632 0 0 03.000.319KD

A00 RM 2.269.687 730.632 0 0 3.000.319 0
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418988 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2.089.407 628.487 0 0 02.717.894KD

A00 RM 2.089.407 628.487 0 0 2.717.894 0

419773 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tebo 2.254.379 798.588 0 0 03.052.967KD

A00 RM 2.254.379 798.588 0 0 3.052.967 0

686116 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin 2.518.439 506.470 0 0 03.024.909KD

A00 RM 2.518.439 506.470 0 0 3.024.909 0

686117 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bungo 2.376.391 537.765 0 0 02.914.156KD

A00 RM 2.376.391 537.765 0 0 2.914.156 0

686118 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kerinci 2.399.496 540.673 0 0 02.940.169KD

A00 RM 2.399.496 540.673 0 0 2.940.169 0

686243 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI 13.273.377 4.300.584 0 0 017.573.961KD

A00 RM 13.273.377 4.300.584 0 0 17.573.961 0

11 SUMATERA SELATAN 39.465.146 12.392.011 0 0 051.857.157

419006 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu 2.196.189 791.882 0 0 02.988.071KD

A00 RM 2.196.189 791.882 0 0 2.988.071 0

419774 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin 3.006.835 662.625 0 0 03.669.460KD

A00 RM 3.006.835 662.625 0 0 3.669.460 0

686250 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN 29.619.412 9.454.964 0 0 039.074.376KD

A00 RM 29.619.412 9.454.964 0 0 39.074.376 0
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686502 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR 2.240.274 716.568 0 0 02.956.842KD

A00 RM 2.240.274 716.568 0 0 2.956.842 0

686503 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2.402.436 765.972 0 0 03.168.408KD

A00 RM 2.402.436 765.972 0 0 3.168.408 0

12 LAMPUNG 36.901.992 9.618.141 0 0 046.520.133

419487 Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung 2.273.753 584.273 0 0 02.858.026KD

A00 RM 2.273.753 584.273 0 0 2.858.026 0

419776 Sekretariat Bawaslu Kota Metro 1.684.057 528.503 0 0 02.212.560KD

A00 RM 1.684.057 528.503 0 0 2.212.560 0

686264 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG 32.944.182 8.505.365 0 0 041.449.547KD

A00 RM 32.944.182 8.505.365 0 0 41.449.547 0

13 KALIMANTAN BARAT 30.627.133 9.769.963 0 0 040.397.096

419661 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu 2.934.059 895.360 0 0 03.829.419KD

A00 RM 2.934.059 895.360 0 0 3.829.419 0

686181 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi 1.901.637 651.295 0 0 02.552.932KD

A00 RM 1.901.637 651.295 0 0 2.552.932 0

686183 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau 1.727.206 541.469 0 0 02.268.675KD

A00 RM 1.727.206 541.469 0 0 2.268.675 0

686184 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sintang 2.181.532 538.009 0 0 02.719.541KD
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A00 RM 2.181.532 538.009 0 0 2.719.541 0

686381 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT 19.355.210 6.455.183 0 0 025.810.393KD

A00 RM 19.355.210 6.455.183 0 0 25.810.393 0

686509 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KETAPANG 2.527.489 688.647 0 0 03.216.136KD

A00 RM 2.527.489 688.647 0 0 3.216.136 0

14 KALIMANTAN TENGAH 28.243.954 9.794.809 0 0 038.038.763

686395 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 25.744.081 9.088.243 0 0 034.832.324KD

A00 RM 25.744.081 9.088.243 0 0 34.832.324 0

686511 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2.499.873 706.566 0 0 03.206.439KD

A00 RM 2.499.873 706.566 0 0 3.206.439 0

15 KALIMANTAN SELATAN 29.172.161 9.937.685 0 0 039.109.846

419785 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar 3.046.832 691.413 0 0 03.738.245KD

A00 RM 3.046.832 691.413 0 0 3.738.245 0

419800 Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin 2.859.067 957.967 0 0 03.817.034KD

A00 RM 2.859.067 957.967 0 0 3.817.034 0

686400 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 23.266.262 8.288.305 0 0 031.554.567KD

A00 RM 23.266.262 8.288.305 0 0 31.554.567 0

16 KALIMANTAN TIMUR 24.154.780 11.921.649 0 0 036.076.429

419662 Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda 2.697.732 749.564 0 0 03.447.296KD
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A00 RM 2.697.732 749.564 0 0 3.447.296 0

686185 Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan 2.417.077 1.154.226 0 0 03.571.303KD

A00 RM 2.417.077 1.154.226 0 0 3.571.303 0

686186 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara 2.606.632 922.696 0 0 03.529.328KD

A00 RM 2.606.632 922.696 0 0 3.529.328 0

686417 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 16.433.339 9.095.163 0 0 025.528.502KD

A00 RM 16.433.339 9.095.163 0 0 25.528.502 0

17 SULAWESI UTARA 32.444.204 13.239.085 0 0 045.683.289

419663 Sekretariat Bawaslu Kota Bitung 1.990.604 712.486 0 0 02.703.090KD

A00 RM 1.990.604 712.486 0 0 2.703.090 0

419664 Sekretariat Bawaslu Kota Manado 2.557.836 651.350 0 0 03.209.186KD

A00 RM 2.557.836 651.350 0 0 3.209.186 0

419802 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa 2.124.795 628.185 0 0 02.752.980KD

A00 RM 2.124.795 628.185 0 0 2.752.980 0

419803 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mangondow Timur 1.855.367 695.488 0 0 02.550.855KD

A00 RM 1.855.367 695.488 0 0 2.550.855 0

686189 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow 2.024.038 810.632 0 0 02.834.670KD

A00 RM 2.024.038 810.632 0 0 2.834.670 0

686421 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA 21.891.564 9.740.944 0 0 031.632.508KD
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A00 RM 21.891.564 9.740.944 0 0 31.632.508 0

18 SULAWESI TENGAH 30.072.349 10.072.596 0 0 040.144.945

419831 Sekretariat Bawaslu Kota Palu 2.210.135 855.684 0 0 03.065.819KD

A00 RM 2.210.135 855.684 0 0 3.065.819 0

419832 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso 1.760.776 704.844 0 0 02.465.620KD

A00 RM 1.760.776 704.844 0 0 2.465.620 0

686194 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali 2.336.597 605.434 0 0 02.942.031KD

A00 RM 2.336.597 605.434 0 0 2.942.031 0

686463 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH 21.851.978 7.124.381 0 0 028.976.359KD

A00 RM 21.851.978 7.124.381 0 0 28.976.359 0

686516 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIGI 1.912.863 782.253 0 0 02.695.116KD

A00 RM 1.912.863 782.253 0 0 2.695.116 0

19 SULAWESI SELATAN 63.758.375 17.229.851 0 0 080.988.226

419666 Sekretariat Bawaslu Kota Makassar 3.443.388 648.318 0 0 04.091.706KD

A00 RM 3.443.388 648.318 0 0 4.091.706 0

419667 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa 3.194.500 634.404 0 0 03.828.904KD

A00 RM 3.194.500 634.404 0 0 3.828.904 0

419679 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros 2.798.678 691.274 0 0 03.489.952KD

A00 RM 2.798.678 691.274 0 0 3.489.952 0
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419806 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Timur 1.755.456 644.966 0 0 02.400.422KD

A00 RM 1.755.456 644.966 0 0 2.400.422 0

419808 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar 2.325.294 643.600 0 0 02.968.894KD

A00 RM 2.325.294 643.600 0 0 2.968.894 0

419809 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja 2.167.055 585.756 0 0 02.752.811KD

A00 RM 2.167.055 585.756 0 0 2.752.811 0

419810 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang 1.961.557 622.161 0 0 02.583.718KD

A00 RM 1.961.557 622.161 0 0 2.583.718 0

419811 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng 2.732.251 614.386 0 0 03.346.637KD

A00 RM 2.732.251 614.386 0 0 3.346.637 0

419812 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar 2.212.177 675.208 0 0 02.887.385KD

A00 RM 2.212.177 675.208 0 0 2.887.385 0

419828 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Soppeng 2.239.124 604.254 0 0 02.843.378KD

A00 RM 2.239.124 604.254 0 0 2.843.378 0

419829 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto 2.486.672 614.184 0 0 03.100.856KD

A00 RM 2.486.672 614.184 0 0 3.100.856 0

419830 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang 2.027.682 607.290 0 0 02.634.972KD

A00 RM 2.027.682 607.290 0 0 2.634.972 0

686192 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu 2.377.059 606.730 0 0 02.983.789KD
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A00 RM 2.377.059 606.730 0 0 2.983.789 0

686193 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo 2.716.759 594.242 0 0 03.311.001KD

A00 RM 2.716.759 594.242 0 0 3.311.001 0

686459 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN 26.328.183 7.844.858 0 0 034.173.041KD

A00 RM 26.328.183 7.844.858 0 0 34.173.041 0

686515 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BARRU 2.992.540 598.220 0 0 03.590.760KD

A00 RM 2.992.540 598.220 0 0 3.590.760 0

20 SULAWESI TENGGARA 38.519.520 10.493.330 0 0 049.012.850

419684 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna 1.982.895 491.428 0 0 02.474.323KD

A00 RM 1.982.895 491.428 0 0 2.474.323 0

419685 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur 1.912.929 593.905 0 0 02.506.834KD

A00 RM 1.912.929 593.905 0 0 2.506.834 0

419833 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe 2.157.485 512.691 0 0 02.670.176KD

A00 RM 2.157.485 512.691 0 0 2.670.176 0

419834 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara 1.910.862 682.051 0 0 02.592.913KD

A00 RM 1.910.862 682.051 0 0 2.592.913 0

419835 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wakatobi 1.840.610 543.754 0 0 02.384.364KD

A00 RM 1.840.610 543.754 0 0 2.384.364 0

686195 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton 1.660.151 471.650 0 0 02.131.801KD
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A00 RM 1.660.151 471.650 0 0 2.131.801 0

686197 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka 2.161.737 472.362 0 0 02.634.099KD

A00 RM 2.161.737 472.362 0 0 2.634.099 0

686198 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan 1.829.465 443.780 0 0 02.273.245KD

A00 RM 1.829.465 443.780 0 0 2.273.245 0

686470 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23.063.386 6.281.709 0 0 029.345.095KD

A00 RM 23.063.386 6.281.709 0 0 29.345.095 0

21 MALUKU 29.220.061 9.654.370 0 0 038.874.431

686199 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya 2.392.466 692.490 0 0 03.084.956KD

A00 RM 2.392.466 692.490 0 0 3.084.956 0

686200 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar 1.760.620 796.076 0 0 02.556.696KD

A00 RM 1.760.620 796.076 0 0 2.556.696 0

686484 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU 20.825.724 6.784.632 0 0 027.610.356KD

A00 RM 20.825.724 6.784.632 0 0 27.610.356 0

686517 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BURU SELATAN 2.244.739 675.110 0 0 02.919.849KD

A00 RM 2.244.739 675.110 0 0 2.919.849 0

686518 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 1.996.512 706.062 0 0 02.702.574KD

A00 RM 1.996.512 706.062 0 0 2.702.574 0

22 BALI 22.992.123 7.197.805 0 0 030.189.928
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419782 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung 2.906.850 666.468 0 0 03.573.318KD

A00 RM 2.906.850 666.468 0 0 3.573.318 0

419783 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan 2.133.937 617.184 0 0 02.751.121KD

A00 RM 2.133.937 617.184 0 0 2.751.121 0

686166 Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar 2.717.311 678.220 0 0 03.395.531KD

A00 RM 2.717.311 678.220 0 0 3.395.531 0

686353 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI 15.234.025 5.235.933 0 0 020.469.958KD

A00 RM 15.234.025 5.235.933 0 0 20.469.958 0

23 NUSA TENGGARA BARAT 29.400.606 8.376.708 0 0 037.777.314

419660 Sekretariat Bawaslu Kota Mataram 2.306.274 743.246 0 0 03.049.520KD

A00 RM 2.306.274 743.246 0 0 3.049.520 0

419784 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah 2.832.325 559.480 0 0 03.391.805KD

A00 RM 2.832.325 559.480 0 0 3.391.805 0

686167 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bima 2.649.361 663.866 0 0 03.313.227KD

A00 RM 2.649.361 663.866 0 0 3.313.227 0

686168 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu 2.449.460 569.202 0 0 03.018.662KD

A00 RM 2.449.460 569.202 0 0 3.018.662 0

686169 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur 3.005.266 652.228 0 0 03.657.494KD

A00 RM 3.005.266 652.228 0 0 3.657.494 0
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686170 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumbawa 2.550.986 795.578 0 0 03.346.564KD

A00 RM 2.550.986 795.578 0 0 3.346.564 0

686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 13.606.934 4.393.108 0 0 018.000.042KD

A00 RM 13.606.934 4.393.108 0 0 18.000.042 0

24 NUSA TENGGARA TIMUR 52.618.305 15.181.411 0 0 067.799.716

686171 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu 2.434.561 628.678 0 0 03.063.239KD

A00 RM 2.434.561 628.678 0 0 3.063.239 0

686172 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende 2.336.033 576.074 0 0 02.912.107KD

A00 RM 2.336.033 576.074 0 0 2.912.107 0

686173 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka 2.472.043 631.292 0 0 03.103.335KD

A00 RM 2.472.043 631.292 0 0 3.103.335 0

686174 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai 2.159.236 651.404 0 0 02.810.640KD

A00 RM 2.159.236 651.404 0 0 2.810.640 0

686176 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur 1.959.636 573.106 0 0 02.532.742KD

A00 RM 1.959.636 573.106 0 0 2.532.742 0

686177 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat 1.817.198 624.284 0 0 02.441.482KD

A00 RM 1.817.198 624.284 0 0 2.441.482 0

686178 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 3.185.449 647.960 0 0 03.833.409KD

A00 RM 3.185.449 647.960 0 0 3.833.409 0
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686179 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan 2.567.483 688.370 0 0 03.255.853KD

A00 RM 2.567.483 688.370 0 0 3.255.853 0

686180 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara 2.401.561 561.394 0 0 02.962.955KD

A00 RM 2.401.561 561.394 0 0 2.962.955 0

686374 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 31.285.105 9.598.849 0 0 040.883.954KD

A00 RM 31.285.105 9.598.849 0 0 40.883.954 0

25 PAPUA 19.785.616 10.237.570 0 0 030.023.186

419843 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Keerom 1.638.669 696.278 0 0 02.334.947KD

A00 RM 1.638.669 696.278 0 0 2.334.947 0

686506 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA 18.146.947 9.541.292 0 0 027.688.239KD

A00 RM 18.146.947 9.541.292 0 0 27.688.239 0

26 BENGKULU 27.924.076 7.114.759 0 0 035.038.835

419491 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong 2.830.011 565.046 0 0 03.395.057KD

A00 RM 2.830.011 565.046 0 0 3.395.057 0

419775 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong 1.898.907 551.716 0 0 02.450.623KD

A00 RM 1.898.907 551.716 0 0 2.450.623 0

686271 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU 20.690.977 5.364.321 0 0 026.055.298KD

A00 RM 20.690.977 5.364.321 0 0 26.055.298 0

686504 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SELUMA 2.504.181 633.676 0 0 03.137.857KD
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A00 RM 2.504.181 633.676 0 0 3.137.857 0

28 MALUKU UTARA 23.375.449 9.081.375 0 0 032.456.824

419686 Sekretariat Bawaslu Kota Ternate 2.412.497 902.648 0 0 03.315.145KD

A00 RM 2.412.497 902.648 0 0 3.315.145 0

419687 Sekretariat Bawaslu Kota Tidore 2.419.920 848.260 0 0 03.268.180KD

A00 RM 2.419.920 848.260 0 0 3.268.180 0

419836 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan 1.807.882 662.004 0 0 02.469.886KD

A00 RM 1.807.882 662.004 0 0 2.469.886 0

686491 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA 16.735.150 6.668.463 0 0 023.403.613KD

A00 RM 16.735.150 6.668.463 0 0 23.403.613 0

29 BANTEN 25.219.369 10.113.562 0 0 035.332.931

419574 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang 3.139.907 1.240.052 0 0 04.379.959KD

A00 RM 3.139.907 1.240.052 0 0 4.379.959 0

419575 Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan 2.529.487 786.171 0 0 03.315.658KD

A00 RM 2.529.487 786.171 0 0 3.315.658 0

419778 Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon 1.672.891 969.634 0 0 02.642.525KD

A00 RM 1.672.891 969.634 0 0 2.642.525 0

686292 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN 17.877.084 7.117.705 0 0 024.994.789KD

A00 RM 17.877.084 7.117.705 0 0 24.994.789 0
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TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari22

30 KEP. BANGKA BELITUNG 18.333.424 6.891.888 0 0 025.225.312

419568 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur 2.041.281 662.094 0 0 02.703.375KD

A00 RM 2.041.281 662.094 0 0 2.703.375 0

419777 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka 1.984.453 755.378 0 0 02.739.831KD

A00 RM 1.984.453 755.378 0 0 2.739.831 0

686285 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 11.989.181 4.702.118 0 0 016.691.299KD

A00 RM 11.989.181 4.702.118 0 0 16.691.299 0

686505 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA TENGAH 2.318.509 772.298 0 0 03.090.807KD

A00 RM 2.318.509 772.298 0 0 3.090.807 0

31 GORONTALO 19.401.136 5.853.212 0 0 025.254.348

419665 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo 2.485.606 730.038 0 0 03.215.644KD

A00 RM 2.485.606 730.038 0 0 3.215.644 0

419804 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo 2.506.798 629.923 0 0 03.136.721KD

A00 RM 2.506.798 629.923 0 0 3.136.721 0

686190 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato 2.289.021 568.417 0 0 02.857.438KD

A00 RM 2.289.021 568.417 0 0 2.857.438 0

686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO 9.762.850 3.305.898 0 0 013.068.748KD

A00 RM 9.762.850 3.305.898 0 0 13.068.748 0

686512 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO 2.356.861 618.936 0 0 02.975.797KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Rp.2.472.934.469.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari23

A00 RM 2.356.861 618.936 0 0 2.975.797 0

32 KEPULAUAN RIAU 18.763.379 8.983.703 0 0 027.747.082

419772 Sekretariat Bawaslu Kota Tanjung Pinang 2.182.552 925.724 0 0 03.108.276KD

A00 RM 2.182.552 925.724 0 0 3.108.276 0

686115 Sekretariat Bawaslu Kota Batam 2.468.650 933.368 0 0 03.402.018KD

A00 RM 2.468.650 933.368 0 0 3.402.018 0

686239 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 14.112.177 7.124.611 0 0 021.236.788KD

A00 RM 14.112.177 7.124.611 0 0 21.236.788 0

33 PAPUA BARAT 18.864.577 10.851.707 0 0 029.716.284

419688 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan 1.683.419 920.085 0 0 02.603.504KD

A00 RM 1.683.419 920.085 0 0 2.603.504 0

419848 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni 1.771.694 1.276.219 0 0 03.047.913KD

A00 RM 1.771.694 1.276.219 0 0 3.047.913 0

686510 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT 12.186.558 6.452.794 0 0 018.639.352KD

A00 RM 12.186.558 6.452.794 0 0 18.639.352 0

686519 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI 1.510.096 930.540 0 0 02.440.636KD

A00 RM 1.510.096 930.540 0 0 2.440.636 0

686520 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN RAJA AMPAT 1.712.810 1.272.069 0 0 02.984.879KD

A00 RM 1.712.810 1.272.069 0 0 2.984.879 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Rp.2.472.934.469.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari24

34 SULAWESI BARAT 20.132.876 7.350.656 0 0 027.483.532

419805 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majene 2.954.504 917.338 0 0 03.871.842KD

A00 RM 2.954.504 917.338 0 0 3.871.842 0

686442 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT 12.259.676 4.847.161 0 0 017.106.837KD

A00 RM 12.259.676 4.847.161 0 0 17.106.837 0

686513 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAMUJU 2.386.555 867.844 0 0 03.254.399KD

A00 RM 2.386.555 867.844 0 0 3.254.399 0

686514 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2.532.141 718.313 0 0 03.250.454KD

A00 RM 2.532.141 718.313 0 0 3.250.454 0

35 KALIMANTAN UTARA 12.592.428 6.253.964 0 0 018.846.392

417793 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA 10.672.067 5.499.950 0 0 016.172.017KD

A00 RM 10.672.067 5.499.950 0 0 16.172.017 0

419801 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau 1.920.361 754.014 0 0 02.674.375KD

A00 RM 1.920.361 754.014 0 0 2.674.375 0

36 PAPUA SELATAN 9.661.515 5.750.311 0 0 015.411.826

690908 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA SELATAN 9.661.515 5.750.311 0 0 015.411.826KD

A00 RM 9.661.515 5.750.311 0 0 15.411.826 0

37 PAPUA TENGAH 11.027.239 9.092.274 0 0 020.119.513

690909 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH 11.027.239 9.092.274 0 0 020.119.513KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
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A. IDENTITAS UNIT :
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3. PAGU

:

:

115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Rp.2.472.934.469.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
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UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

25Halaman :

DS:0300-1822-7749-4071

 dari25

A00 RM 11.027.239 9.092.274 0 0 20.119.513 0

38 PAPUA PEGUNUNGAN 12.356.398 12.202.875 0 0 024.559.273

690910 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 12.356.398 12.202.875 0 0 024.559.273KD

A00 RM 12.356.398 12.202.875 0 0 24.559.273 0

39 PAPUA BARAT DAYA 10.300.664 7.047.390 0 0 017.348.054

690911 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 10.300.664 7.047.390 0 0 017.348.054KD

A00 RM 10.300.664 7.047.390 0 0 17.348.054 0

TOTAL 1.308.803.704 1.163.630.765 500.000 0 2.472.934.469 0

RM 1.308.803.704 1.163.630.765 500.000 0 2.472.934.469 0

502.829PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jakarta,  01 Desember 2025

Sekretaris Jenderal

NIP. 197412011993031001
FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.2.472.934.469.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-115.01-0/2026DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

DS:0300-1822-7749-4071

115.01

115

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

 dari1Halaman : 1

115.01.CQ1 Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

RENCANA PENARIKAN DANA 42.657.837 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.554.770 3.555.367

115.01.WA2 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 2.430.276.632 192.226.657 201.332.247 209.687.806 193.345.531 192.929.648 203.608.454 195.333.713 191.328.390 190.757.364 191.176.169 191.890.982 276.659.670

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 502.829 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.907

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 2.472.934.469 195.781.427 204.887.017 213.242.576 196.900.301 196.484.418 207.163.224 198.888.483 194.883.160 194.312.134 194.730.939 195.445.752 280.215.037

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 502.829 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.902 41.907

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jakarta,  01 Desember 2025

Sekretaris Jenderal

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 197412011993031001


